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PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 
;  
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·  PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN 

TAHUN 2018 
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Menimbang 

BUPATI BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU SELATAN, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Se!atan tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4878); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 
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10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara 

Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5234); 

1 1.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomcir 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16.Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia·Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 
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Menetapkan 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572); 

23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2018; 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

26.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Buru Selatan Tahun Anggaran 2018. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHON ANGGARAN 2018. 
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798.408.468.555,00 

20.628.562.555,00) 

Rp. 777.779.906.000,00 

Rp. 

( Rp. 

796.848.936.000,00 

l.559.532.555,00 

Rp. 775.041.710.000,00 

Rp. 2.738.196.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 28.807 .226.000,00 

(Rp. 5.428.663.445,00) 
Rp. 23.378.562.555,00 

Rp. 7.000.000.000,00 

(Rp. 4.250.000.000,00) Rp. 2. 750.000.000,00 

Rp. 20.628.562.555,00 

Rp. 0,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 796.848.936.000,00 bertambah/ (berkurang) 

sejumlah Rp. l.559.532.555,00 sehingga menjadi Rp. 798.408.468.555,00 dengan rincian sebagai berikut : 

l. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

Pasal 1 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja setelah perubahan 

Surplus/ Defisit 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

I) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jum!ah Penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tencantum dalam Lampiran 1 Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2 Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Namrole 
pada tanggal 17 Oktober 2018 

BUPATI BURU SELATAN, 

TAGOP SUDARSONO SOULISA 
Diundangkan di Narnrole 
Pada tanggal 17 Oktober 2018 
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SEKRETAFIS DAERAH, 
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1.  ,' E y - ?  
SYAHROI AMRIEENGELEN PAWA 

LEMBARAN- DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 44 
.--, 

Salin~rs, zai d~ngan aslinya 

PI~. KEPKLA) 3AGIAN HUKUM, 

. ' , . 

JE} 'Y THENU, SH. M.Si 
NIP. 19740621 200012 1 002 
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